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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai

berikut :

Upaya penanganan cybercrime khususnya cyberporn

membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi

khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun

masyarakat yang berbudaya informasi. KUHP sebagai hukum positif

Indonesia memang tidak di desain untuk menyelesaikan masalah cyberporn.

Sampai saat ini, aparat masih menggunakan pasal dalam hukum pidana yang

terdapat dalam KUHP sebagai landasan hukum penyelesaian cyberporn juga

di sertai dengan penerapan peraturan lainnya yang berkaitan dengan

pornografi seperti UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka

penulis memberi saran:

1. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai

standar internasional.

2. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum

mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara

yang berhubungan dengan cyberporn.

3. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cyberporn

serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.

4. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun

multilateral, dalam upaya penanganan cyberporn, antara lain melalui

perjanjian ekstradisi.
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